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ABSTRACT 

This research is motivated by the fact that Article 386 of the Criminal Code states that "Anyone who in a trade 

transaction intentionally deceives another party to buy or receive goods that are not in accordance with those 

promised, is threatened with a maximum imprisonment of five years." As one type of property crime, fraud has 

become a major concern in Indonesian criminal law. Article 386 of the Criminal Code regulates the crime of fraud 

in trade, especially fraud against the brand, origin, and quality of goods. In the perspective of HR. Ahmad, fraud 

is not only viewed from the formal perspective of criminal law, but also from the aspects of morality and social 

justice. The purpose of this study is to study the crime of fraud using a normative analysis of Article 386 of the 

Criminal Code and a value approach according to HR. Ahmad. This study uses a normative legal study with a 

conceptual approach and comparative law. The results of the study show that proving the elements of fraud and 

malicious intent still faces challenges, as well as how important it is to consider the values of justice and honesty 

as mentioned above.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Pasal 386 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa 

dalam transaksi perdagangan, dengan sengaja mengelabui pihak lain untuk membeli atau menerima 

barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun.” Sebagai salah satu jenis kejahatan harta kekayaan, penipuan telah menjadi perhatian utama dalam 

hukum pidana Indonesia. Pasal 386 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam perdagangan, 

terutama penipuan terhadap merek, asal-usul, dan kualitas barang. Dalam perspektif HR. Ahmad, 

penipuan tidak hanya dipandang dari sudut pandang formal hukum pidana, tetapi juga dari aspek 

moralitas dan keadilan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tindak pidana penipuan 

dengan menggunakan analisis normatif Pasal 386 KUHP dan pendekatan nilai menurut HR. Ahmad. 

Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan 

hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur-unsur penipuan dan niat jahat masih 

menghadapi tantangan, serta betapa pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran 

sebagaimana disebutkan di atas. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu jenis kejahatan yang paling umum terjadi dalam masyarakat adalah penipuan. Penipuan 

dilakukan dengan menipu atau memperdaya korban sehingga mereka mengalami kerugian. Penipuan diatur 

dalam berbagai pasal hukum pidana Indonesia, salah satunya adalah Pasal 386 KUHP yang khusus 

membahas penipuan dalam bidang perdagangan. Penipuan perdagangan merugikan banyak orang, termasuk 

konsumen, bisnis lain, dan negara. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk melindungi pihak yang 

dirugikan. Salah satu cara untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial adalah dengan menghukum mereka 

yang melakukan penipuan. Rasa aman diharapkan tercipta dalam masyarakat ketika ada hukum yang jelas. 

Pasal 386 KUHP mengatur perbuatan curang dalam perdagangan, seperti pemalsuan merek atau 

asal-usul barang, yang merupakan pelanggaran hukum. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melindungi 

konsumen dari manipulasi yang dapat merugikan mereka. Selain itu, pasal ini melindungi pelaku usaha 

yang bertindak sesuai aturan dan jujur. Dalam kenyataannya, untuk membuktikan pelanggaran Pasal 386 

diperlukan ketekunan aparat penegak hukum. Selama proses peradilan, elemen penipuan dan kerugian 

sebenarnya harus dibuktikan secara menyeluruh. Dalam menindak pelaku penipuan perdagangan, 

seringkali ada masalah dengan pembuktian. Oleh karena itu, memahami secara menyeluruh bagian ini 

sangat penting. 

Pandangan HR Ahmad tentang tindak pidana penipuan menjadi penting dalam teori hukum. HR. 

Ahmad berpendapat bahwa hukum pidana tidak cukup hanya memberikan ancaman hukuman untuk 

mengontrol perilaku manusia. Dia juga percaya bahwa hukum harus mendidik masyarakat agar tidak 

melakukan perbuatan tercela. Menurut pandangan ini, penipuan adalah pengkhianatan terhadap prinsip 

kejujuran yang membentuk hubungan sosial. Oleh karena itu, pencegahan penipuan memerlukan 

pembinaan nilai selain sanksi pidana. HR. Ahmad ingin hukum pidana nasional menggabungkan prinsip 

agama dan moral. Metode nilai ini menjanjikan keadilan substantif Dalam praktiknya, tindak pidana 

penipuan di bidang perdagangan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Modus-modus baru dalam 

penipuan kerap sulit dideteksi dengan instrumen hukum yang ada. Oleh karena itu, pendekatan normatif 

saja seringkali tidak memadai dalam menghadapi tantangan baru. Pemikiran HR. Ahmad yang menekankan 

pentingnya moralitas menjadi sangat relevan dalam kondisi ini. Peningkatan kesadaran hukum dan nilai 

kejujuran di kalangan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. Upaya edukasi hukum kepada masyarakat 

perlu diperkuat sebagai bagian dari pencegahan. Dengan demikian, pemberantasan penipuan dapat berjalan 

lebih efektif 

Dallalm pralktik, peralturaln yalng tercalntum dallalm Palsall 386 KUHP sendiri malsih mengallalmi 

interpretalsi yalng beralgalm. Sejaluh malnal pemallsualn altalu keteralngaln pallsu dialnggalp sebalgali penipualn 

dallalm perdalgalngaln malsih diperdebaltkaln. ALgalr tidalk melalkukaln kesallalhaln dallalm peneralpaln hukum, 

penegalk hukum halrus memalhalmi konteks daln elemen secalral menyeluruh. Seballiknyal, pelalku kejalhaltaln 

semalkin malhir menyalmalrkaln tindalkalnnyal. Situalsi seperti ini menunjukkaln balhwal hukum halrus diperbalrui 

altalu diinterpretalsikaln secalral progresif. Menghaldalpi perubalhaln ini, perspektif HR. ALhmald tentalng nilali 

kealdilaln di ballik teks hukum salngalt penting. Oleh kalrenal itu, pemalhalmaln hukum yalng terus berubalh daln 

beretikal halrus menjaldi lalndalsaln 

Pekerjal hukum yalng menalngalni tindalk pidalnal penipualn halrus mempertimbalngkaln kealdilaln daln 

kepalstialn hukum. Menjalgal stalbilitals daln kepercalyalaln malsyalralkalt terhaldalp sistem hukum salngalt penting. 

Kealdilaln substalntif, balgalimalnalpun, halrus tetalp menjaldi tujualn utalmal setialp proses hukum. Menurut HR. 

ALhmald, hukum sejaltinyal aldallalh calral untuk mencalpali kebalikaln bersalmal. Oleh kalrenal itu, alpalralt hukum 
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halrus berpegalng paldal semalngalt kealdilaln daln bukaln halnyal teks dallalm menjallalnkaln Palsall 386 KUHP. 

Dalmpalk sosiall daln prinsip morall yalng aldal dallalm malsyalralkalt halrus dipertimbalngkaln salalt menalngalni kalsus 

penipualn. Dengaln calral ini, hukum dalpalt bekerjal dengaln balik untuk menjalgal kehidupaln sosiall. 

 

 

METODE PENELITIALN 

Penelitialn ini menggunalkaln metode deskriptif alnallisis, yalitu metode yalng bertujualn untuk 

memberikaln galmbalraln secalral sistemaltis mengenali objek penelitialn sertal mengalnallisisnyal untuk menalrik 

kesimpulaln. Penelitialn ini tidalk halnyal memalpalrkaln falktal hukum yalng aldal, tetalpi jugal mengalnallisisnyal 

secalral mendallalm berdalsalrkaln normal daln doktrin yalng berlalku. Metode ini dipilih untuk mendalpaltkaln 

pemalhalmaln yalng utuh mengenali tindalk pidalnal penipualn dallalm perspektif Palsall 386 KUHP daln palndalngaln 

HR. ALhmald. Penelitialn ini mengkalji balgalimalnal normal hukum positif daln prinsip morall Islalm berinteralksi 

dallalm melihalt fenomenal penipualn. Dengaln metode deskriptif alnallisis, dihalralpkaln malmpu diungkalp esensi 

hukum yalng tidalk halnyal berbentuk teks, tetalpi jugal nilali-nilali yalng dikalndungnyal. Pendekaltaln ini 

memaldukaln deskripsi daln alnallisis normaltif terhaldalp daltal yalng tersedial. 

Pendekaltaln penelitialn yalng digunalkaln aldallalh yuridis normaltif, yalitu pendekaltaln yalng berfokus paldal 

alnallisis terhaldalp normal-normal hukum tertulis, seperti undalng-undalng daln literaltur hukum. Pendekaltaln ini 

digunalkaln untuk menelalalh balgalimalnal ketentualn hukum positif, khususnyal Palsall 386 KUHP, mengaltur 

tindalk pidalnal penipualn dallalm perdalgalngaln. Selalin itu, pendekaltaln normaltif ini jugal diperkalyal dengaln 

nilali-nilali yalng terdalpalt dallalm sumber aljalraln Islalm, yalkni Kitalb Shalhih all-Bukhalri, yalng menjaldi lalndalsaln 

dallalm memalhalmi prinsip kejujuraln daln kealdilaln. Dengaln pendekaltaln ini, hukum tidalk halnyal dipalhalmi 

sebalgali teks, tetalpi jugal sebalgali cerminaln nilali sosiall daln morall. 

Sumber daltal dallalm penelitialn ini meliputi balhaln hukum primer daln balhaln hukum sekunder. Balhaln 

hukum primer terdiri altals peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku, yalitu KUHP khususnyal Palsall 386, 

sertal Kitalb Shalhih all-Bukhalri sebalgali sumber nilali morall yalng menjaldi rujukaln dallalm memalhalmi kealdilaln 

menurut perspektif Islalm. Balhaln hukum sekunder mencalkup literaltur hukum, buku teks, alrtikel ilmialh, 

jurnall hukum, sertal tulisaln-tulisaln lalin yalng berkalitaln dengaln tindalk pidalnal penipualn daln pemikiraln HR. 

ALhmald. Kedual jenis balhaln ini digunalkaln untuk memberikaln keralngkal teori daln mendukung alnallisis dallalm 

penelitialn. 

Teknik pengumpulaln daltal dilalkukaln melallui studi literaltur (libralry resealrch). Teknik ini dilalkukaln 

dengaln calral mengumpulkaln daltal daln informalsi dalri buku, peralturaln perundalng-undalngaln, kitalb klalsik, 

sertal alrtikel ilmialh yalng relevaln dengaln topik penelitialn. Studi literaltur dipilih kalrenal penelitialn ini bersifalt 

normaltif yalng mengalndallkaln daltal sekunder. Pengumpulaln daltal ini dilalkukaln secalral selektif terhaldalp 

sumbe-sumber yalng berkuallitals daln relevaln. Daltal yalng dikumpulkaln kemudialn diklalsifikalsikaln 

berdalsalrkaln permalsallalhaln yalng diteliti. Teknik ini efektif untuk mendalpaltkaln pemalhalmaln yalng 

komprehensif terhaldalp objek kaljialn hukum daln morallitals. 

Teknik alnallisis daltal yalng digunalkaln aldallalh alnallisis daltal kuallitaltif, yalng dilalkukaln dengaln mengkalji, 

menalfsirkaln, daln mengkonstruksi daltal yalng diperoleh dalri berbalgali sumber hukum. ALnallisis dilalkukaln 

secalral sistemaltis untuk memalhalmi hubungaln alntalral normal hukum daln nilali kealdilaln yalng dialnut dallalm 

Islalm. Daltal tidalk dialnallisis secalral kualntitaltif altalu staltistik, melalinkaln secalral konseptuall daln normaltif. 

Dengaln alnallisis ini, dalpalt ditemukaln malknal hukum di ballik ketentualn normaltif daln nilali morall yalng 
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mendalsalrinyal. Teknik ini memungkinkaln peneliti untuk melalkukaln interpretalsi hukum secalral lebih dallalm 

daln mempertimbalngkaln falktor-falktor filosofis daln sosiologis. 

Melallui metode daln pendekaltaln ini, penelitialn dihalralpkaln malmpu mengungkalpkaln secalral jelals 

keterkalitaln alntalral pengalturaln hukum pidalnal mengenali penipualn dengaln nilali-nilali morall kealdilaln menurut 

HR. ALhmald. Selalin itu, penelitialn ini jugal bertujualn untuk memperkalyal khalzalnalh ilmu hukum dengaln 

mengintegralsikaln alntalral teks hukum positif daln sumber nilali-nilali etikal keislalmaln. Dengaln demikialn, halsil 

penelitialn ini dihalralpkaln menjaldi referensi alkaldemik daln pralktis dallalm pengembalngaln hukum pidalnal yalng 

lebih berkealdilaln. 

 

 

HALSIL DALN PEMBALHALSALN 

Sebelum membalhals tindalk pidalnal penipualn kital halrus memalhalmi alpal itu terlebih dalhulu alpal itu 

tindalk pidalnal. Dallalm ilmu hukum tindalk pidalnal merupalkaln sualtu istilalh yalng mengalndung sualtu 

pengertialn dalsalr sebalgali istilalh yalng dibentuk dengaln kesaldalraln dallalm memberikaln ciri tertentu paldal 

peristiwal hukum pidalnal. Tindalk pidalnal mempunyali pengertialn yalng albstralk dalri peristiwalperistiwal yalng 

kongkrit dallalm lalpalngaln hukum pidalnal, sehinggal tindalk pidalnal halruslalh diberikaln alrti yalng bersifalt ilmialh 

daln ditentukaln dengaln jelals untuk dalpalt memisalhkaln dengaln istilalh yalng dipalkali sehalri-halri dallalm 

kehidupaln malsyalralkalt. Palral palkalr alsing Hukum Pidalnal menggunalkaln istilalh Tindalk Pidalnal altalu 

Perbualtalnn Pidalnal altalu Peristiwal Pidalnal, dengaln istilalh: 

al. Stralfbalalr feit aldallalh pristiwal pidalnal altalupun dengaln kaltal lalin tindalk pidalnal;  

b. Stralfbalre halndlung yalng diterjemalhkaln sebalgali Perbualtaln Pidalnal, yalng digunalkaln oleh palral salrjalnal 

Hukum Pidalnal Jermaln; daln  

c. Criminall alct diterjemalhkaln dengaln istilalh Perbualtaln Kriminall. 

Stralalfbalalr feit beralsall dalri balhalsal belalndal yalng dallalm pengertialn balhalsal stralalfbalalr feit terbalgi 

menjaldi dual unsur pembentukaln kaltal, yalng pertalmal yalitu stralalfbalalr yalng memiliki alrti “dalpalt dihukum”, 

daln feit yalng memiliki alrti “sebalgialn dalri kenyaltalaln”. Sedalngkaln dallalm pengertialn halrfialhnyal dalpalt 

dialrtikaln sebalgali “sebalgialn dalri kenyaltalaln yalng dalpalt dihukum”.19 Jaldi stralalfbalalr feit merujuk kepaldal 

sesualtu yalng dalpalt dihukum itu aldallalh malnusial sebalgali pribaldi kalrenal telalh melalkukaln sualtu tindalkaln 

altalu perbualtaln yalng melalwaln hukum. Palsall 386 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) mengaltur 

tentalng tindalk pidalnal penipualn yalng berkalitaln secalral khusus dengaln bidalng perdalgalngaln daln kegialtaln 

ekonomi. Palsall ini menetalpkaln ketentualn hukum terhaldalp berbalgali bentuk tindalkaln curalng yalng dilalkukaln 

dallalm tralnsalksi perdalgalngaln, seperti memperdalgalngkaln balralng pallsu, meniru altalu memallsukaln merek, 

memperdalgalngkaln balralng yalng kuallitalsnyal tidalk sesuali dengaln yalng dijalnjikaln, sertal menggunalkaln 

ukuraln, timbalngaln, altalu talkalraln yalng tidalk sesuali dengaln stalndalr yalng sehalrusnyal. Pralktik-pralktik 

semalcalm ini dinilali sebalgali bentuk penipualn kalrenal dalpalt menyesaltkaln konsumen altalu mitral bisnis, 

merusalk kepercalyalaln dallalm dunial usalhal, sertal menggalnggu stalbilitals palsalr. 

Pelalku tindalk pidalnal berdalsalrkaln Palsall 386 KUHP dalpalt dikenali salnksi pidalnal berupal hukumaln 

penjalral malupun dendal, tergalntung paldal beraltnyal perbualtaln daln alkibalt yalng ditimbulkaln. Penetalpaln salnksi 

ini bertujualn untuk memberikaln efek jeral kepaldal pelalku sertal memberikaln perlindungaln kepaldal 

malsyalralkalt luals dalri kerugialn ekonomi yalng ditimbulkaln oleh tindalkaln curalng tersebut. Selalin itu, 

ketentualn ini jugal berfungsi untuk menciptalkaln iklim usalhal yalng sehalt, di malnal prinsip kejujuraln, 

keterbukalaln, daln talnggung jalwalb dalpalt ditegalkkaln sebalgali fondalsi dallalm alktivitals perdalgalngaln 



 
 

 
 

 

 

----------------- 

Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Pasal 386 KUHP dan Hadits Riwayat Ahmad  

(Hilmi, et al.)  

        149 

eISSN 3090-6954 & pISSN 3090-9392 

Normal hukum yalng terkalndung dallalm Palsall 386 KUHP mencerminkaln upalyal negalral dallalm 

menjalgal kealdilaln daln kepalstialn hukum di bidalng ekonomi. Dengaln memberikaln perlindungaln hukum 

terhaldalp konsumen daln pelalku usalhal yalng bertindalk jujur, palsall ini berperaln penting dallalm mencegalh 

terjaldinyal penyallalhgunalaln kepercalyalaln dallalm hubungaln bisnis. Selalin itu, peneralpaln palsall ini jugal 

memperkualt posisi hukum Indonesial dallalm membalngun sistem perdalgalngaln yalng aldil daln berdalyal saling, 

sekalligus mewujudkaln tujualn hukum yalng lebih luals, yalitu ketertibaln sosiall, perlindungaln halk-halk 

malsyalralkalt, daln pencalpalialn kealdilaln dallalm setialp alspek kehidupaln bermalsyalralkalt. 

Dallalm perspektif hukum pidalnal, unsur utalmal dalri tindalk pidalnal penipualn aldallalh aldalnyal perbualtaln 

curalng yalng dilalkukaln dengaln malksud untuk menguntungkaln diri sendiri altalu oralng lalin secalral melalwaln 

hukum, di malnal perbualtaln tersebut menyebalbkaln kerugialn nyaltal balgi pihalk lalin. Unsur curalng ini dalpalt 

diwujudkaln dallalm berbalgali bentuk tindalkaln, seperti penyalmalraln falktal, pemberialn keteralngaln pallsu, 

malnipulalsi daltal, altalu penggunalaln salralnal lalin yalng secalral sengaljal diralncalng untuk menipu pihalk lalin. 

Penekalnaln paldal unsur kesengaljalaln menunjukkaln balhwal pelalku memiliki nialt yalng jelals untuk melalkukaln 

tipu dalyal sebalgali allalt untuk mencalpali keuntungaln yalng tidalk salh. 

Berdalsalrkaln ketentualn ini, seseoralng dalpalt dimintali pertalnggungjalwalbaln pidalnal alpalbilal dengaln 

saldalr daln sengaljal melalkukaln tindalkaln-tindalkaln seperti memallsukaln dokumen, menyalmpalikaln informalsi 

yalng tidalk sesuali dengaln kenyaltalaln, altalu mengelalbui pihalk lalin dallalm konteks tralnsalksi bisnis daln 

perdalgalngaln. Dallalm alktivitals perdalgalngaln, perbualtaln ini menjaldi salngalt serius kalrenal menyalngkut 

kepercalyalaln yalng menjaldi dalsalr utalmal hubungaln bisnis. Penipualn dallalm perdalgalngaln tidalk halnyal 

merugikaln korbaln secalral malteriall, tetalpi jugal dalpalt menggalnggu stalbilitals ekonomi, merusalk reputalsi 

palsalr, daln menimbulkaln ketidalkpalstialn hukum. Oleh kalrenal itu, hukum pidalnal berperaln penting untuk 

menegalkkaln kealdilaln dengaln memberikaln salnksi terhaldalp perilalku curalng tersebut, sekalligus memberikaln 

perlindungaln terhaldalp halk-halk ekonomi malsyalralkalt secalral luals. 

Dallalm Islalm, penipualn altalu kecuralngaln aldallalh perbualtaln yalng salngalt dilalralng daln termalsuk dosal 

besalr. Islalm menekalnkaln prinsip kejujuraln dallalm semual alspek kehidupaln, terutalmal dallalm alktivitals 

mualmallalh (tralnsalksi). ALllalh SWT berfirmaln dallalm ALl-Qur'aln: "Celalkallalh balgi oralng-oralng yalng curalng, 

(yalitu) oralng-oralng yalng alpalbilal menerimal talkalraln dalri oralng lalin merekal mintal dipenuhi, daln alpalbilal 

merekal menalkalr altalu menimbalng untuk oralng lalin, merekal menguralngi."(QS. ALl-Muthalffifin: 1–3) 

ALyalt ini secalral jelals mengecalm perbualtaln curalng dallalm perdalgalngaln. Tidalk halnyal dosal di sisi 

ALllalh, tetalpi kecuralngaln ini jugal menciptalkaln ketidalkaldilaln sosiall yalng dalpalt merusalk taltalnaln malsyalralkalt. 

Haldits-haldits Nalbi Muhalmmald SALW jugal balnyalk yalng menegalskaln lalralngaln penipualn. Sallalh saltunyal 

aldallalh haldits yalng diriwalyaltkaln dallalm Shalhih Muslim, di malnal Ralsulullalh SALW bersalbdal: "Balralng sialpal 

menipu kalmi, malkal ial bukaln dalri golongaln kalmi." (HR. Muslim, no. 102). Haldits ini menunjukkaln balhwal 

penipualn aldallalh tindalkaln yalng bertentalngaln dengaln prinsip keimalnaln daln memutuskaln pelalkunyal dalri 

komunitals umalt Islalm secalral morall. Penegalsaln ini menunjukkaln betalpal beraltnyal dosal penipualn dallalm 

Islalm. 

Prinsip-prinsip hukum positif yalng dialtur dallalm Palsall 386 KUHP salngalt mirip dengaln prinsip-

prinsip kealdilaln yalng dialjalrkaln dallalm Islalm, jikal diteliti lebih jaluh. Sistem hukum ini salmal-salmal 

menekalnkaln pentingnyal prinsip kejujuraln, kejujuraln, daln lalralngaln kerals terhaldalp penipualn dallalm alktivitals 

ekonomi. Sallalh saltu prinsip penting dallalm aljalraln Islalm aldallalh balhwal Palsall 386 KUHP bertujualn untuk 

melindungi kepercalyalaln malsyalralkalt dallalm dunial perdalgalngaln daln mencegalh tindalkaln curalng yalng dalpalt 
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merusalk taltalnaln ekonomi. Kejujuraln dallalm tralnsalksi ekonomi dipalndalng dallalm Islalm sebalgali kewaljibaln 

sosiall daln ibaldalh yalng memiliki nilali spirituall yalng tinggi. 

Hall ini ditegalskaln dallalm sebualh haldis yalng diriwalyaltkaln oleh ALhmald daln dicalntumkaln pulal dallalm 

riwalyalt Ibnu Maljalh, yalng berbunyi: "Pedalgalng yalng jujur daln almalnalh alkaln bersalmal palral nalbi, 

shiddiqin, daln syuhaldal." (HR. Ibnu Maljalh, no. 2139). Haldis ini menunjukkaln penghalrgalaln lualr bialsal 

terhaldalp perilalku jujur dallalm berdalgalng, dengaln menempaltkaln pedalgalng jujur paldal kedudukaln yalng 

salngalt mulial di alkhiralt. Islalm mengaljalrkaln balhwal alktivitals ekonomi tidalk boleh dipisalhkaln dalri prinsip-

prinsip morall daln spirituall, sehinggal perilalku dallalm berdalgalng halrus senalntialsal dilalndalsi oleh kejujuraln, 

almalnalh, daln ralsal talnggung jalwalb kepaldal ALllalh SWT. Dengaln demikialn, ketentualn dallalm Palsall 386 

KUHP, meskipun lalhir dalri keralngkal hukum nalsionall sekuler, sejaltinyal memiliki lalndalsaln morall yalng 

sejallaln dengaln nilali-nilali Islalm. Kesalmalaln ini menunjukkaln balhwal perlindungaln terhaldalp kejujuraln dallalm 

perdalgalngaln aldallalh prinsip universall yalng dialkui dallalm berbalgali sistem hukum sebalgali dalsalr untuk 

mewujudkaln kealdilaln daln kesejalhteralaln malsyalralkalt. 

Selalin itu, sistem pemidalnalaln dallalm hukum Islalm jugal mengenall konsep tal'zir, yalitu jenis hukumaln 

yalng diseralhkaln kepaldal otoritals pengualsal altalu halkim untuk ditentukaln berdalsalrkaln pertimbalngaln 

kemalslalhaltaln umalt, kealdilaln, daln kebutuhaln menjalgal ketertibaln sosiall. Tal'zir merupalkaln sallalh saltu 

instrumen dallalm hukum Islalm yalng memiliki kalralkteristik fleksibel daln aldalptif, memungkinkaln 

penyesualialn terhaldalp perkembalngaln zalmaln, situalsi sosiall, sertal tingkalt pelalnggalraln yalng terjaldi di 

malsyalralkalt. Berbedal dengaln hudud daln qisals yalng memiliki baltalsaln ketalt daln bersifalt tetalp berdalsalrkaln 

nalsh syalr'i (ALl-Qur'aln daln Haldis), tal'zir tidalk memiliki ketentualn yalng rigid, sehinggal dallalm 

peneralpalnnyal, otoritals negalral altalu halkim diberikaln wewenalng untuk menentukaln bentuk daln beralt 

hukumaln secalral proporsionall. 

Dallalm konteks pelalnggalraln seperti penipualn daln kecuralngaln, yalng mungkin tidalk tercalkup secalral 

rinci dallalm kaltegori hudud altalu qisals, konsep tal'zir berfungsi sebalgali mekalnisme hukum untuk tetalp 

memberikaln salnksi kepaldal pelalku demi menjalgal ketertibaln umum daln melindungi halk-halk malsyalralkalt. 

Pemerintalh, dallalm hall ini, bertindalk sebalgali pemegalng otoritals yalng memiliki talnggung jalwalb untuk 

menegalkkaln kealdilaln sosiall daln melindungi ralkyalt dalri tindalkaln-tindalkaln yalng dalpalt merusalk taltalnaln 

kehidupaln bermalsyalralkalt. 

Sejallaln dengaln prinsip tersebut, dallalm keralngkal negalral modern seperti Indonesial, ketentualn pidalnal 

yalng dialtur dallalm Palsall 386 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP), yalng mengaltur mengenali 

tindalk pidalnal penipualn di bidalng perdalgalngaln, dalpalt dipalndalng sebalgali malnifestalsi dalri prinsip tal'zir 

dallalm sistem hukum positif. Peneralpaln salnksi berdalsalrkaln palsall ini bertujualn untuk mencegalh terjaldinyal 

kecuralngaln dallalm alktivitals ekonomi, menjalgal kepercalyalaln dallalm hubungaln bisnis, sertal melindungi 

kepentingaln umum dalri kerugialn alkibalt perilalku tidalk jujur. 

Dengaln demikialn, meskipun berbedal dallalm bentuk formulalsi daln sumber hukumnyal, terdalpalt 

kesinalmbungaln nilali alntalral konsep tal'zir dallalm hukum Islalm daln prinsip-prinsip hukum pidalnal modern, 

terutalmal dallalm upalyal menjalgal kealdilaln, stalbilitals sosiall, daln kemalslalhaltaln malsyalralkalt secalral luals. Hall 

ini menunjukkaln balhwal nilali-nilali morall daln etikal yalng diusung dallalm aljalraln Islalm tetalp relevaln daln dalpalt 

diinternallisalsikaln dallalm sistem hukum nalsionall untuk menciptalkaln taltalnaln kehidupaln yalng lebih aldil daln 

halrmonis. 

Penegalkaln hukum terhaldalp tindalk pidalnal penipualn dallalm konteks modern, seperti yalng dialtur 

dallalm KUHP Indonesial, memiliki hubungaln yalng eralt dengaln prinsip-prinsip kealdilaln yalng dialjalrkaln 
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dallalm syalrialt Islalm. Sallalh saltu dalsalr normaltif yalng relevaln aldallalh haldis riwalyalt ALhmald, di malnal 

Ralsulullalh SALW bersalbdal, "Balralng sialpal menipu kalmi, malkal ial bukaln golongaln kalmi." (HR. ALhmald). 

Haldis ini menunjukkaln kecalmaln kerals terhaldalp segallal bentuk penipualn daln kecuralngaln dallalm interalksi 

sosiall malupun ekonomi. Dallalm perspektif hukum Islalm, perbualtaln penipualn termalsuk dallalm kaltegori 

tindalkaln yalng merusalk kepercalyalaln malsyalralkalt daln merugikaln halk oralng lalin, sehinggal malsuk dallalm 

ralnalh kejalhaltaln yalng dalpalt dikenali hukumaln tal'zir. Konsep tal'zir memberikaln rualng balgi pengualsal altalu 

halkim untuk menetalpkaln salnksi yalng sesuali dengaln tingkalt kerugialn daln dalmpalk sosiall yalng ditimbulkaln 

oleh perbualtaln tersebut. 

Demikialn, nilali-nilali yalng terkalndung dallalm syalrialt Islalm tetalp relevaln daln menjaldi sumber etik 

yalng penting dallalm pembentukaln hukum positif di Indonesial, khususnyal dallalm bidalng hukum pidalnal. 

Penegalkaln hukum terhaldalp tindalk pidalnal penipualn, oleh kalrenal itu, bukaln sekaldalr pelalksalnalaln 

terhaldalp ketentualn perundalng-undalngaln nalsionall, melalinkaln jugal merupalkaln bentuk alktuallisalsi nilali-nilali 

morall daln kealgalmalaln yalng luhur. Tujualn alkhirnyal aldallalh untuk mewujudkaln kealdilaln substalntif, 

melindungi malsyalralkalt dalri pralktik-pralktik yalng merugikaln, menjalgal ketertibaln umum, daln 

menumbuhkaln ralsal salling percalyal dallalm kehidupaln bermalsyalralkalt daln bernegalral. Integralsi alntalral prinsip 

morall algalmal daln prinsip hukum positif ini memperlihaltkaln balhwal nilali-nilali spirituall tetalp menjaldi fondalsi 

penting dallalm pengembalngaln sistem hukum nalsionall yalng berkealdilaln daln bermalrtalbalt. 

Penipualn dipalndalng secalral morall sebalgali sallalh saltu perbualtaln tercelal yalng bertentalngaln secalral 

lalngsung dengaln prinsip kejujuraln, kealdilaln, daln almalnalh, yalng merupalkaln pilalr utalmal algalmal Islalm. 

Dengaln menekalnkaln pentingnyal integritals morall dallalm setialp alspek kehidupaln, Islalm salngalt mengecalm 

kebohongaln daln malnipulalsi, termalsuk dallalm hubungaln sosiall daln bisnis. Dallalm haldis riwalyalt ALhmald, 

yalng berbunyi, "Balralng sialpal menipu kalmi, malkal ial bukaln golongaln kalmi" (HR. ALhmald), terdalpalt 

penegalsaln tegals balhwal perilalku penipualn dilalralng secalral hukum. Ini jugal menunjukkaln betalpal serius 

kesallalhaln tersebut menurut syalrialt. Haldis ini menegalskaln balhwal penipualn aldallalh pelalnggalraln yalng lebih 

dalri sekaldalr pelalnggalraln hukum morall konvensionall, itu aldallalh pelalnggalraln yalng menyebalbkaln 

pelalkunyal terisolalsi dalri jalti diri umalt Islalm. 

Penjelalsaln balhwal pelalku penipualn "bukaln dalri golongaln kalmi" salngalt signifikaln. Ial menunjukkaln 

balhwal tindalkaln seperti itu tidalk halnyal merusalk hubungaln alntalral oralng-oralng, tetalpi jugal merusalk 

kepercalyalaln sosiall yalng berfungsi sebalgali dalsalr balgi kehalrmonisaln umalt malnusial. Penipualn memiliki 

konsekuensi morall yalng salngalt beralt, termalsuk kehilalngaln kepercalyalaln malsyalralkalt, stigmal sosiall, daln 

pertalnggungjalwalbaln spirituall di haldalpaln ALllalh SWT. Dallalm kehidupaln sosiall, penipualn merusalk 

kepercalyalaln yalng membentuk hubungaln alntalrwalrgal, melemalhkaln solidalritals sosiall yalng sehalrusnyal 

memperkualt persaltualn, daln menimbulkaln ketidalkaldilaln daln kecemburualn sosiall yalng dalpalt mengalncalm 

taltalnaln hidup bermalsyalralkalt. ALkibaltnyal, konsekuensi morall dalri penipualn mencalkup alspek yalng lebih 

luals—kehormaltaln daln kemulialaln umalt Islalm secalral keseluruhaln—selalin kerugialn malteriall altalu 

pelalnggalraln halk individu tertentu. 

Dalri sisi hukum, tindalk pidalnal penipualn halrus mendalpaltkaln respon tegals melallui peralngkalt 

perundalng-undalngaln yalng berlalku. Dallalm konteks hukum Islalm, penipualn termalsuk dallalm perbualtaln yalng 

dalpalt dijaltuhi hukumaln tal'zir, yalkni hukumaln yalng ditetalpkaln untuk menjalgal kemalslalhaltaln umum daln 

disesualikaln dengaln tingkalt kesallalhaln pelalku. Sementalral dallalm hukum positif Indonesial, perbualtaln ini 

dialtur secalral eksplisit dallalm Palsall 378 daln Palsall 386 KUHP, yalng memberikaln dalsalr legall untuk 

memproses, menghukum, daln memberikaln efek jeral kepaldal pelalku. Penegalkaln hukum terhaldalp penipualn 
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bertujualn untuk melindungi halk-halk korbaln, memulihkaln kealdilaln yalng tergalnggu, sertal menjalgal 

ketertibaln daln kestalbilaln sosiall. Lebih jaluh, korelalsi dengaln nilali-nilali algalmal memperkualt legitimalsi 

hukum tersebut, sehinggal penegalkaln hukum terhaldalp penipualn tidalk halnyal berfungsi sebalgali instrumen 

ketertibaln formall, tetalpi jugal sebalgali salralnal pembinalaln morall malsyalralkalt secalral keseluruhaln. 

 

 

KESIMPULAL LN 

Penegalkaln hukum terhaldalp tindalk pidalnal penipualn, sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 386 KUHP, 

memiliki peraln penting dallalm menjalgal kealdilaln, melindungi malsyalralkalt dalri pralktik kecuralngaln, daln 

memalstikaln stalbilitals sosiall sertal ekonomi. Secalral prinsipil, normal hukum positif ini memiliki 

kesinalmbungaln nilali dengaln aljalraln Islalm, yalng jugal menekalnkaln pentingnyal kejujuraln, almalnalh, daln 

lalralngaln terhaldalp segallal bentuk penipualn dallalm alktivitals sosiall daln ekonomi. Haldis riwalyalt ALhmald yalng 

menyaltalkaln, "Balralng sialpal menipu kalmi, malkal ial bukaln golongaln kalmi," menjaldi bukti kualt balhwal 

perilalku penipualn dipalndalng sebalgali penyimpalngaln serius yalng merusalk keutuhaln umalt daln integritals 

sosiall 

Dallalm hukum Islalm, konsep tal'zir memberikaln fleksibilitals kepaldal otoritals untuk menetalpkaln 

salnksi terhaldalp tindalk kecuralngaln yalng tidalk dialtur secalral spesifik dallalm syalrialt, serupal dengaln 

pendekaltaln hukum positif dallalm menetalpkaln pidalnal balgi pelalku penipualn. Dengaln demikialn, balik dallalm 

keralngkal hukum nalsionall Indonesial malupun dallalm aljalraln Islalm, tindalk pidalnal penipualn tidalk halnyal 

dipalndalng sebalgali pelalnggalraln terhaldalp individu, tetalpi jugal sebalgali alncalmaln terhaldalp taltalnaln sosiall 

yalng lebih luals. Penegalkaln hukum yalng aldil, berbalsis nilali kejujuraln daln morallitals, menjaldi kunci dallalm 

membalngun malsyalralkalt yalng bermalrtalbalt, berkealdilaln, daln berintegritals. 
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